Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Krw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:
Pemohon, Nik : 3305081501920004, Tempat Tanggal Lahir : Kebumen 15
Januari 1992, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK,
Pekerjaan : Security, Tempat Tinggal di Kabupaten Karawang,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nano Gunawan, SH
Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Kp. Kepuh Kalapa Dua,
RT.017 RW.004, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang
Barat, Kabupaten Karawang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tertanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;
Lawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 18 September 1994, Umur 29
Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, .Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal di, Kabupaten Karawang, selanjutnya

disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 29 Februari 2024
telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Karawang, dengan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 29 Februari
2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
secara sah menurut hukum islam pada tanggal 13 April 2014 dan tercatat
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

893/164/1V/2014, tertanggal 14 April 2014 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal

di mengontrak di Jakarta, kemudian pindah mengontrak di Karawang dan

terakhir tinggal di Sukatani Bekasi ;
3.  Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang
anak yang bernama :

XXxxxxxxxx (laki-laki), umur 8 tahun, ikut Termohon ;

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2017, kondisi rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan maupun

pertengkaran, hal itu dikarenakan :

Termohon suka pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Pemohon, padahal gaji / penghasilan Pemohon diberikan kepada

Termohon ;

5. Bahwa akibat sering berselisih maupun bertengkar akhirnya sekitar bulan
Mei 2022 Pemohon keluar rumah dan sekarang tinggal mengontrak di
Purwasari Karawang sesuai alamat Pemohon diatas, dan akhirnya
Termohon pun keluar rumah dan sekarang tinggal mengontrak di
Karawang Timur sesuai alamat Termohon diatas, maka sejak saat itu
sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat

tinggal ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha demi mempertahankan rumah tangga,

namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat
maslahat adalah dengan perceraian ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan
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membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) ;

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi
kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan,
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah
dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Pemohon, ternyata telah

memenuhi syarat formil;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

893/164/1V/2014, tertanggal 14 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung, Kota Jakarta
Timur, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);
Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut :
1. Saksi 1, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Saksi dibawah
sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan
selaku xxxxxxxxxx Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di rumah kontrakan;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya
rukun, namun sejak Bulan Januari 2017 mulai kelihatan tidak
harmonis;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon
dengan Termohon;

- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon sering
pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Mei
2022;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi
Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon
tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi 2, bertempat tinggal di, Kabupaten Karawang. Saksi dibawah
sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan
selaku saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di rumah kontrakan;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya
rukun, namun sejak Bulan Januari 2017 mulai kelihatan tidak
harmonis;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon
dengan Termohon;

- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon sering
pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Mei
2022;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi
Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon
tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, berita

acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Pemohon,
ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai
kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah

memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana
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yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada
Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut
sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir
di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Krw. yang
dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu
alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan
Pemohon ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama
Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan
Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan tersebut;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar
berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Mei 2022 Tentang Prosedur Mediasi di
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Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari
mediasi;
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan
Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak
kesatu raj’i terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH
Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap
keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi
akta nikah probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat
dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah
tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang yang telah diberi meterai secukupnya,
telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata
cocok, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah menikabh,
maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P yang
menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai
suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat
bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon,
maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat

materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang
telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang
menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdata serta
Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Termohon, oleh karenanya
Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon
dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan
Pemohon tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu
Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan
Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang masing-
masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah
memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis
Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 148
HIR. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat
bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengetahui
pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan
Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 serta Saksi-saksi telah
berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil
berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan
Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon
dengan Termohon yang terus menerus dan usaha mendamaikan Pemohon
dengan Termohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Pemohon

tersebut di atas dapat dipercaya;
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan saksi-
saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat
dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara
a contrario dari Pasal 169 HIR, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah
mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan

yang sabh;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak Bulan Januari 2017 yang disebabkanTermohon sering

pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Mei 2022
dan Pemohon pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak

berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi
yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa
antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon
serta telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak
berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon tidak ada

harapan untuk hidup rukun kembali, karenanya Pemohon telah mampu
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membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu
permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan
permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada
harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan Pemohon
dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Bulan Mei 2022, maka
Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan
perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang
terkandung dalam Al-Quran surah Al-Bagarah ayat 227, maka Majelis Hakim
berpendapat permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf ( (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan
dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan
Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan
Pasal 126 HIR. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di
hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang patut dikabulkan dengan tanpa

hadirnya Termohon (verstek);
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Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon
telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (ba’da dukhul), sedangkan di
dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon
dengan Termohon pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan
Pemohon terhadap Termohon adalah talak kesatu raj’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon aquo telah terbukti dan dapat dikabulkan
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka
sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Karawang;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Siddik,
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S.Ad.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Endang Tamami, M.H. dan
Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh
Abdul Ghaffar Mubtady, S.H.l., M.M. sebagai Panitera Pengganti. Putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya

Termohon;
Ketua Majelis
Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota.
Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. Drs. H. Endang Tamar

Panitera Pengganti,

Abdul Ghaffar Mubtady, S.H.l., M.M.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Proses 'Rp 75.000,00
3. Panggilan :Rp 60.000,00

4. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
5. Redaksi :Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)
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